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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG

STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas
penyusunan anggaran diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang
direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Belanja;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 3)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo.
Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BELANJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.

(1)

(@)

(©)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja serta Lembaga Lain.

. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses

kegiatan sebagai pedoman penghitungan kebutuhan belanja kegiatan.

Standar Belanja Umum adalah besaran belanja yang ditetapkan untuk menghasilkan
sebuah keluaran kegiatan, secara umum dapat digunakan oleh seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan merupakan akumulasi obyek belanja kegiatan yang ditetapkan
sebagai belanja kegiatan.

. Standar Belanja Khusus adalah besaran belanja yang ditetapkan untuk menghasilkan

sebuah keluaran kegiatan substantif yang secara khusus menjadi tugas dan fungsi SKPD
dan merupakan akumulasi obyek belanja kegiatan yang ditetapkan sebagai belanja
kegiatan.

Pasal 2

Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman SKPD dalam menentukan besaran
belanja maksimal kegiatan berdasarkan proses kerja, sub proses kerja, jenis belanja dan
besaran kebutuhan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran.

Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.

Pembakuan proses, sub proses, jenis belanja, dan besaran belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah, kecuali diamanatkan
dalam masing-masing Standar Belanja.



Pasal 3
(1) Standar Belanja meliputi Standar Belanja Umum dan Standar Belanja Khusus.

(2) Standar Belanja Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk
menghitung belanja keluaran kegiatan yang mempunyai kesamaan proses kerja, sub
proses kerja, kebutuhan belanja dan batasan belanja yang dapat dipergunakan oleh
setiap SKPD.

(3) Standar Belanja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk
menghitung belanja keluaran kegiatan substantif sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 4

(1) Setiap SKPD dalam menyusun rencana kegiatan harus melakukan penyetaraan terhadap
Standar Belanja Umum atau Standar Belanja Khusus.

(2) Penyusunan rencana kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan satu standar belanja.

(3) Apabila kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan
merupakan satu kesatuan proses, dapat menggunakan lebih dari satu standar belanja
setelah dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD belum dapat disetarakan
dalam Standar Belanja Umum maupun Standar Belanja Khusus, Kepala SKPD
mengusulkan besaran belanja kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB)
dengan prinsip efisien, efektivitas, dan akuntabel.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah RAB dicermati
kesesuaian rincian belanja dengan Standar Harga Barang dan Jasa oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Standar Belanja Umum dan Standar Belanja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran |, Lampiran Il, dan Lampiran 1l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2011 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juni 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 35



